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TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEMBER

Menimbang :a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pe

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

. 2022 tentang Pe

BUPATI JEMBER,

pafuran Menteri

Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentan Pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederha 5al 5 ayat
huruf b Peraturan Daere ; : ef or ahun

2016 tentangFe
menetanics

arigkat Daerah, perlu
cinber  tentang Kedudukan,
gsi Serta Tata Kerja Dinas

1anaarl birokrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-

. badiwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

- Kesehatan Kabupaten Jember;

01

.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur

~ (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan
Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);



3.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
- Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12

. Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

" 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedu

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeri an
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun S5 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo omor 5679);
. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Urid or 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja (Lemb g lik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 238, T ara Re i

Indonesia Nomor 6841);

. Peraturan Pemeri 1 ang Perangkat
Daerah ( e 1 td Tahun 2016 Nomor
114 bghain g epublik Indonesia Nomor

~5887) bag [ dengan Peraturan Pemerintah

20 T 0 tentang Perubahan atas Peraturan
merni ] 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

gara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
raturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 nomor 63, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037) secbagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6477);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan

dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

10.

Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

. Negara Republik Indonegia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana



Menetapkan :

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun
2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan
Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1502);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang

Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Bcrita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539); .

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Réformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun—2021 Tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Ins i Pemerintah
Untuk Penyederhanaan Birokrasi - IBelj‘ll j
Indonesia Tahun 2021 Nomor 546)/ L .

15. Peraturan Menteri Pcndaya/ fla 1 k) I‘atﬁlt I\!cpgargl dan BefOrmam

~ Birokrasi Nomor 7. '{’ahun 20 Q,tentang Sl tﬂm ch&pﬁla Instansi

Pemerintah - umuk Pﬁ'n ed}:fheha B.wok.ram (Berita Negara
Repubhk/hﬂoncsia 'I'J'ahu 2022 ‘\Iqmorfml]

16. Perdturan | Daena.h KabuPaten/Jémber Nomor 3 Tahun 2016

| tentang efmben an dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran

Daer h1 upaten Jember Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah

' lKélbupat Jﬁmber Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan

.' F?eratﬁraﬁ Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022

teritang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN JEMBER

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Bupati-adalah Bupati Jember.

ra Republik



3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.

4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas
Kesehatan Kabupaten Jember.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten

. Jember.

6. Sekretrariat adalah Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten
Jember.

7. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan

- Kabupaten Jember.

8. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Dinas Kesehatan
Kabupaten Jember.

9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang

. berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

10. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki

" Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.

11.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat
UPTD adalah UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.

12. Unit Organisasi bersifat Khusus yang selanjutnya disifigkat

'~ UOBK adalah Unit Organisasi Bersifat Khus pada Dinas

. Kesehatan Kabupaten Jember,

13.Kepala UPTD adalah Kepala UPTD
Keschatan Kabupaten Jember

14. Anggaran Pendapatan dar F

- disingkat APBD adglal

15. Perbekalan TN

gkungan Dinas

selapjutnya

afig selanjutnya
ampuran bahan untuk
_ kesechatan manusia, yang
gufiaafl di rumah tangga dan fasilitas

ct

o

it

Y -
—

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

(1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan di
bidang Kesehatan.

(2) Dinas dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah

- dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

(3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan yang
menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang
diberikan kepada Daerah.

(4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) menyelenggarakan fungsi :



a. perumusan Kkebijakan di -bidang kesehatan masyarakat,
pencegahan dan  pengendalian penyakit, pelayanan
keschatan, kafarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta
sumber daya kesehatan;

" b, pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat,
pencegahan dan  pengendalian penyakit, pelayanan
kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta
sumber daya kesehatan;

c. pelayanan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan
masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit,
pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT
serta sumber daya kesehatan;

d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup
tugasnya; dan

. ¢ pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3

(1) Susunan organisasi Dinas terdiri atg
a. Sekretariat, membawabhi :

1. Sub Bagian Umum da - eg dwai
2. Sub Bagian Perénca
3. KC].OIT.I DO 8z
b. Bidang Kgse 1 terdiri  atas  Kelompok
u HAIT 2 ST0 ;
ce éﬂ ade n-Pengendalian Penyakit, terdiri atas
%‘o poK JpbatamrFungsional;
g PElayanan Kesehatan, terdiri atas Kelompok Jabatan
gsional,

~Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional;
f. UPTD;
g. UOBK; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
" (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu

Sekretariat
Pasal 4



(1)

(2)

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1)
huruf a, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,
mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi
umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan
serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Sekretariat, mempunyai fungsi:

a.

b.

penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas dan
dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan
dan Keuangan, advokasi di bidang hukum kesehatan
kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan
administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan
Keuangan, advokasi di bidang hukum kesehatan kepada
seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
pemantauan evaluasi, pelaporan tugas dan dukungan
administrasi umum, Kkepegawaian, perencanaan dan

Keuangan, advokasi di bidang hukum kesehatan kepada ~

seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
pengkoordinasian pengelolaan barang mm} _daerah dan
barang milik negara yang menjad1 tangQJ awab Dinas;
dan ‘

penyusunan lapora ﬁyf#ngﬁ\.uglg]QWaban atas -
pelaksanaan tugas o e

o ‘Sub Bagmn I.|T i W=
Al Kepega {an
l ‘ al S

.,ISul:i Elaglan Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud
| dalampasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, mempunyai tugas:

menyiapkan administrasi surat yang meliputi penerimaan,
pengiriman dan pendistribusian surat;

menyiapkan bahan penggandaan naskah dinas dan
pengelolaan kearsipan Dinas;

menyiapkan bahan penyelenggaraan rapat-rapat dinas,
perjalanan dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan
kebersihan lingkungan Dinas serta pelayanan
kerumahtanggaan lainnya;

menyiapkan bahan telaahan dan pelayanan informasi;
menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan analisis
jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Dinas;
menyusun rencana kebutuhan barang dan kebutuhan
pemeliharaan barang;

melaksanakan pelayanan administrasi dan melaksanakan
pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian
peralatan/perlengkapan kantor;

melaksanakan kegiatan penatausahaan, pengamanan dan
perlindungan aset/barang milik daerah; dan



i. melaksanakan pengusulan seluruh rencana kebutuhan
kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian
lainnya;

j- merencanakan dan memetakan rehabilitasi sarana
prasarana dinas beserta jaringanya;

k. melaksanakan perancanaan kebutuhan tenaga non
kesehatan dan mengkoordinasi perencanaan kebutuhan
tenaga kesehatan;

l. melaksanakan koordinasi dan administrasi penempatan
tenaga kesehatan dan non kesehatan;

m. melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengembangan
pegawai, disiplin dan budaya kerja pegawai;

n. melaksanakan administrasi penilaian angka kredit
fungsional tenaga kesehatan dan non kesehatan;

o. melaksanakan advokasi dan koordinasi penanganan hukum
bidang kesehatan;

p. menyiapkan dan menginventarisasi produk hukum bidang
keschatan;

q. melaksanakan kehumasan dan advokasi;

r. menyusun laporan pertanggungjawaban ata
tugas; dan

s. melaksanakan tugas-tugas

aan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud

ayat (1) huruf a angka 2, mempunyai tugas:

pulkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan
perencanaan strategis dan perencanaan tahunan Dinas;

b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data
informasi Dinas;

¢. mengkoordinasikan pelaksanaan input data pada system
informasi perencanaan dan pelaporan daerah;

d. mengumpulkan bahan dan pengkoordinasian penyusunan
laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan dan
laporan  pertanggungjawaban Dinas sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

e. mengkoordinasikan penyusunan dan pengumpulan perjanjian
kinerja lingkup dinas;

f. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian
pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;

g. merencanakan dan melaksanakan pengembangan sistem
informasi kesehatan dan pembangunan serta pemutakhiran
data standar pelayanan kesehatan pada Dinas;




h. memberikan advokasi, koordinasi lintas program dan lintas

j.

sektor perencanaan program kegiatan dan pengembangan
sistem informasi kesehatan;

melaksanakan asistensi - penyusunan program dan
pengembangan sistem informasi kesehatan pada dinas;
menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanan
tugas; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Kedua

Bidang Kesehatan Masyarakat
Pasal 7

(1) Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam

(2)

pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan
perumusan dan kebijakan operasional di bidang Kesehatan
keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan
masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja da
olahraga serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas-
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud-pada ayat
(1), Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai-fUngsi meliputi:
a. Penyiapan perumusan kebijaka :
kesehatan keluarga, gizi
pemberdayaan
kesehatan kerja.¢g
b. Penyiapan—pelaksap
keselhiata &Q}

f=Fr

Ll LIl Y H

kesehatan  lingkungan,

esehatan’KRerja|dan olahraga;

39} a bimbingan teknis dan supervisi di bidang
g cluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan,
dayaan  masyarakat, kesehatan lingkungan,
esehatan kerja dan olahraga;

pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan
keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan,
pemberdayaan  masyarakat, kesehatan lingkungan,
kesehatan kerja dan kesehatan olah raga; dan

€. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

tugas.

Bagian Ketiga

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Pasal 8

t

(1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana

dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf ¢, mempunyai tugas:

a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional di
bidang Surveilan, Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular serta Kesehatan
Jiwa; dan



b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai

fungsi meliputi: )

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang
Surveilan, Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular serta Keschatan
Jiwa;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang
Surveilan, Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular serta Kesehatan
Jiwa;

c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang
Surveilan, Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular serta Kesehatan
Jiwa;

d. pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang Surveilan,
Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menula
pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menumlaf dan
kesehatan jiwa;

e. penyusunan laporan pertanggungjawaba: pelaksanaan
tugas.

(1

musan dan kebijakan operasional di
anan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan
an, termasuk peningkatan mutu dan pelayanan
esehatan tradisional dan tugas-tugas lain yang diberikan
oleh Kepala Dinas; dan

b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi meliputi:

a. penyiapan perumusan Kkebijakan operasional di bidang
pelayanan keschatan primer dan pelayanan kesehatan
rujukan termasuk peningkatan mutunya dan Jaminan
Mutu pelayanan kesehatan;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang
kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan
termasuk peningkatan mutunya dan Jaminan Mutu
pelayanan kesehatan;

c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan
rujukan termasuk peningkatan mutunya dan Jaminan
Mutu serta pelayanan kesehatan;



1)

2)

d.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan
kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan
termasuk peningkatan mutunya dan Jaminan Mutu serta
pelayanan kesehatan;

penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.

Bagian Kelima

Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pasal 10

Bidang Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan,
merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional di
bidang kefarmasian dan alat kesehatan, sumber daya manusia
kesehatan, dan pembiayan kesehatan serta tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi
meliputi:

a.

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

(6)

penyiapan perumusan kebijakan operasichal di bidang
Kefarmasian dan Alat Kesehatan, $umbér \Daya Manusia
Kesehatan dan perbekalan kese ah) tangga (PKRT)
serta sumber daya mas :
pelaksanaan kebijaka
alat kesehatar
kes ;
yig hitnbihg : dan supervisi di bidang

ehatdn dan PKRT serta sumber daya

g kefarfnasian,
daya manusia

nmasian,|ala

anusia Eseliatan
enyuspadn-ddporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
gds

BAB IV
UPTD

Pasal 11

UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional
Dinas.

UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

UPTD dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha.

UPTD merupakan Klasifikasi A dan B.

Sub Bagian Tata Usaha yang dipimpin oleh Kepala Sub
Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan uraian
tugas dan fungsi UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.



(2)

(3)

(4)

BAB V

UOBK
Pasal 12

Pada Dinas Kesehatan, selain unit pelaksana teknis daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdapat Rumah Sakit
Daerah sebagai UOBK.

Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Rumah Sakit Daerah memiliki otonomi dalam
pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang
kepegawaian sesuai ketentuan.

Rumah Sakit Daerah dipimpin oleh Direktur Rumah Sakit Daerah
yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.
Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan bidang
pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang

. kepegawaian rumah sakit Daerah sesuai ketentuan.

(5)

(6)

(1)

)
{

pelayanan fungsional
| y‘prﬁenainﬁ T It

Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat~ {1-).
menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanran Umum
Daerah.

= ~| \ | Bl
Kelompok ' J; b_atém iFungsib}g’_al"""'memiliki tugas memberikan
erdasarkan pada keahlian dan keterampilan

N

Kclalbmpbkgabafén Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat

| (1), terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan

~ bidang keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya sesuai

(3)

(1)

(2)

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari
atas analisis jabatan dan beban kerja.

Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional
masing-masing.

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas
mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur jabatan fungsional.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu
dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan
dan kinerja organisasi.



(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. ketua tim; dan

b. anggota, tim.

Pejabat Fungsional dapat ditunjuk sebagai ketua tim sebagaimana
dimaksud pada ayat 3 huruf (a) yang ditugaskan oleh pimpinan
unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian
sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.

Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan
kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan
penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas dan funginya, Kepala Dinas;

" Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan mpok

(2)

(3)

Jabatan Fungsional serta wajib menerapkan prinsip koordinasi,

integrasi dan sinkronisasi, baik dalam ling sing-masing
maupun antar satuan organisasi di Pemerintah
Daerah serta Instansi lain dj eri erah sesuai
- dengan tugas pokoknya masifig<mHsi
Setiap pemimpin s orgamni waji engawasj bawahannya
masing-masi terjadi-pe agar mengambil
langk gka iperluk
i by ;_! i ertanggung jawab memimpin
ngkoc a masing-masing dan memberikan

(4)

bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
emimpin$atuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi
an bertanggung jawab pada atasannya masing-masing
sertd menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin satuan organisasi dan

" bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk

(6)

penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk
kepada bawahannya.

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan,
tembusan- laporan wajib disampaikan pula kepada satuan

. organisasi, lain yang secara fungsional mempunyai hubungan

(1)

kerja.

BAB VIIIL
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN Pasal 16

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari
Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



(2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang
memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris

. Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
ESELON JABATAN
Pasal 17

(1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Eselon II b atau Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama.
(2) Sekretaris merupakan Jabatan Eselon I a atau Jabatan
Administrator.
(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III b atau Jabatan
- Administrator,
(4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Eselon IV a atau Jabatan
Pengawas.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 18

Bagan Struktur Organisasi Dinas

an-pejabat sesuai dengan Peraturan Bupati ini berdasarkan
erituan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsi
berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang
- Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jember sampai dengan
dilaksanakannya pengisian jabatan dengan pejabat berdasarkan
Peraturan Bupati ini sesuai ketentuan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Jember
Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten
Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 5),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.




Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 2& tebrvari 2023

BUPATI JEMBER,
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEMBER

NOMOR : 13 TAHUN 2023
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